
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae.rah-Daerah 
Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa Tengah {Lembaran Negara Tahun 
1950 Nomor 24, Serita Negara Tanggal 18 Agustus 1950 ); 

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang ditetapkan dengan Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimpangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 
2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 Tahun 2005); 

5. Keputusan Mentert Dalam Negert dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2001 
tentang Pedoman Pembertan Penghargaan dan Kesetiaan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa; . 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Namer 18 Tahun 2001 tentang Kedudukan 
Keuang8n Kepalo Desa csn Perangkat Dfj::~. 

a. bahwa pemberian tanda penghargaan dan kesetiaan bagi Kepala Desa, sebagai 
penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai makna yang penting dalam rangka 
memberi molivasi atas pengabdian dan kesetiaannya kepada Pemerintah; 

b. bahwa Kepala Desa yang telah· diberhentikan dengan hormat per1u diberikan Tali 
Asih; 

c. bahwa untuk maksud tersebut tanda huruf a dan b, per1u ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati . 
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Diundangkan di Rembang 
Pada tangal : ~, Ja 'tlUo;r, J'..O~ 

----··· - 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupatl lni 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rembang; 

Peraturan Bupati Int mulai ber1aku pada tanggal diundangkan; 

Pasal 6 

Oengan ber1akunya Peraturan Bupatl Int, maka Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2005 
dicabut dan dinyatakan tidak ber1aku • ~ 

\ 

' 

· Segala Biaya yan tlmbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Int, dibebankan pad a 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Rembang. 

Pasal5 

Pasal 4 

Tan Aslh yang dlmaksud dalam Passi 1 adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Uma Juta Rupiah). 

Pemberian Tall Aslh sabagalmana tersebut dalam Pasal 1, dlkecuallk&n bagl Kapala Desa 
yang pemah dlberhantlkan sementara dan/atau dlberhentlkan dengan tldak honnat . 

· Pasal 3 

Pasal2 

·Kepada Kepala Dasa yang habls masa Jabatannya, meningal dunla dan cibsrhenfilfan - - ·- 
dengan honnat akEn dlberikan Tall Aslh. . 
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a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan 
Pengarusutamaan Gender {PUG) dalam setiap agenda 
Pembangunan di Kabupaten Rembang, maka dipandang pertu 
untuk meningkatkan koordinasi setiap Pelaksanaan Kegiatan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap Aspek 
pembangunan secara terpadu; 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 
Pengarusutamaan Gender {PUG) tersebut huruf a dan sesuai 
dengan lnstruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang 
Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka 
dipandang pertu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Forum 
Komunikasi Pengarusutamaan Gender {PUG) Kabupaten 
Rembang yang diatur Peraturan Bupati . 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi tentang Penghapusan Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Oiskriminasi T erhadap Wanita; 

3. Undang ! Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pertindungan 
Anak; 

4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ; 

5· Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Oalam Rumah Tangga (KORT); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah; 

ORGANtSASi OAN TATA KERJA FORUM KOMUNtKAS1 
PENGARUSUTAMAAN G€NOER ( PUG ) 
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(1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Vial: Terwujudnya Pengarusutamaan Gender (PUG) 
dalamsemua Agenda Pembangunan. Sedangkan , 
Mlsinya: 
a. meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan aparat 

Pemerintah dan steakholders dalam Pengarustaman 
Gender, 

b. meningkatkan Pemecahan aparat Pemerintah dan 
steakhofders tentang pembangunan yang berperspektif 
Gender 

c. meningkatkan komitmen pemerintah dan Steakholders 
temadap Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender di 
semua agenda pembangunan. 

(2) Dari Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Forum 
Komunikasi Pengarusutamaan Gender ( PUG) mempunyai 
Tugas dan Fungsi : 
a. mengembangkan model komunikasi, edukasi dan informasi 

untuk Pengarustamaan Gender dalam pembangunan daerah. 
-b. mendorong pelaksanaan advokasi dan sosialisasasi dengan 

komuntkasi, edtikasi dan informasL 
c. mengembangkan model pendidikan dan pelatihan yang 

berperspektif gender diluar sekotah. 
d. mengembangkan model pembangunan yang berperspektif 

gender. 
e. mengembangkan indikator kesetaraan dan keadilan gender 

diberbagai agenda pembangunan baik kuantitatif maupun 
kualitatif. 

f. mengembangkan metode penelitian, pemantauan dan 
evaluasi yang berperspektif gender. 

Pasal 2 

(1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah 
lembaga Non Strukturat yang memberikan fasilitasi, arahan dan 
usu Ian dalam kaitannya mendukung Pelaksanaan 
Pengarusutamaan ; 

(2) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati . 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KOMUNIKASI 
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN REMBANG 

MEMUTUSKAN: 

lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional; 
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Tugas dan Fungsi Bidang Advokasi dan Sosialisasi 
1. menyusun rencana kegiatan Advokasi PUG; 
2. memadukan kegiatan PUG dengan sektoral; 
3. menjalin kerjasama dengan sektoral lain, organisasi keagamaan, 

sosial, pemuda dalam bidang PUG ; 
4. menyusun pesan-pesan,materi dan melaksanakan kegiatan 

Advokasi. 

• 
' . 
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Pasal 6 

(1) Untuk membahas yang berkaitan dengan petaksanaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam agenda Pembangunan, 
Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan rapat 
rapat pertemuan sebagai berikut: 
a Rapat Anggota yang dihadiri ofeh semua Anggota Forum 

Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten 
Rembang yang diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 
setahun. 

b. Rapat Anggota isindential yang dihadiri oteh anggota pada 
setiap Bidang pada Forum Komunikasi Pengarusutamaan 
Gender (PUG) Kabupaten Rembang yang diselenggarakan 
setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan 

{2) K~ua , Sekretan6 <1an Angg<,ta <Hlfem rapst-rapet P«t'i!m'-'Gn 
menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta masukan 
tentang permasalahan yang akan dibahas. 

• 

a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
(PUG) dalam agenda pembangunan. 

b. menyetenggarakan rapat-rapat pertemuan forum komunikasi 
Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang. 

c. mengkoordinasi lnfonnasi PUG dan menginfonnasikan 
kepada anggota PUG 

(2) Datam melaksanakan tugasnya anggota dibagi menjadi 3 (tiga) 
bidang dan bertanggung jawab kepada Ketua . 

(1) Sekretaris mempunyai tugas: 

Paaal5 
Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. 

Pasal4 

' 
• (1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) : 

a. Ketua; 
b. Sekretaris 
c. Anggota 

(2) Susunan Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

... 
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Ditetapkan di 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah 
Kabupaten Rembang 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal ditetapkao. 

• Tugas dan Fungsi Bidang pendidikan Pelatihan serta Pengembangan 

(1) menyiapkan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 
(2) menyiapkan peserta, kurikulum, dan materi pendidikan dan 

pelatihan; 
(3) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 
(4) melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan; 
(5) mengembangkan kajian-kajian Pengarusutamaan gender (PUG). 
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